
REKOMEf{DASI BERSAMA

Konsultasi Tripartit RegionalJawa Barat Tentang Perlindungan Pendapatan Hari Tua

Bandung, L2-14 Juni 2023

Karni yang bentandatangan peserta konsultasi tripartit regional mewakili pengusaha, serikat pekerja/

buruh dan pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Barat, memberikan rekomendasi bersama terkait
perlindungan pendapatan lrari tua, sebagai berikut:

t. Bahwa perlunya melakukan perubal'ran sistem perlindungan pendapatan hari tua yang berlaku saat

ini, agar memenuhi prinsip kepastian, kelayakan, keadilan dan keberlanjutan sebagai berikut:
1" 1. Melaksa na ka n progra rn JAmtnan,P_ClUiUn ya ng meru pa ka n prognam :

1.:!".l.Wajib bagiseluruh pekerja penerima upah (PPU).

l-.L.2.Berbasis iuran sebesar 6% dani upah yang dibayarkan dengan komposisi 2?,i dari pengusaha,

1% dari upah pekerja dan 3% dari pemerlntah selama tr5 tahun.
L.L.3.Manfaat pasti dengan n!lai rnanfaat sebesar 75% dari upah terakhir sefiap bulannya yang

diasuransika n.

1.1.4.Membayarkan manfaat tersebut secara periodik setiap bulan sejak peserta memasuki t"rsia

pensiun, atau cacat perrnanen, atau meninggal dunia.

Catatan: Fenerima manfaat pensiun yang mengalami cacat permanen dengan masa iur
kurang dari 3.5 tahun akan diberikan secara proporsional.

1-"2. Meiaksanakan prograrn Jamina.l"! Hari Tua yang rnerupakan program:

1.2.n.Wajib bagi seluruh pekerja penerima upah (PPU) dan sukarela bagi pekerja bukan penerima

upah.

1.2.2. A" Serbasis iuran sebesa r 3"7% dari perusahaan dan 2% dari pekerja penerima upah

B" Untuk peker.la bukan penerima upah iurannya2% dari minimal pendapatan sebesar Rp

!".000.000

1.2"3.luran pasti dengan nilai manfaat sebesar total iuran yang dibayarkan dan nilai
pengermbangan

1.2.4.Mernbayarkan rnanfaat tersebut secara lump sum pada saat peserta memasuki usia penslun.

1.3. Pemerintah wajib rnenciptakan skema baru terkait program Jaminan Fenjiun Sosial:

l".3.L.Seiuruh warga negara lndonesia berhak mendapatkan rnanfaat Jarninan Pensiun Sosial

dengan nilai rnanfaat sebesar minimal Rp 500.000 setiap bulan.

t.3.2"Membayarkan manfaat tensebut secara periodik setiap bulan sejak peserta memasuki usia

pensiun sampai dengan meninggal Dunia.

2. Pernerintah wajib nnenyusun regulasi yang mengatur batas usia pensiun dan usia penerima manfaat

rnaksimai 60 tahun.



Dernikian rekomendasi bersama ini kami susun sebagai masukan bagi perubahan sistem perlindungan
pendapatan hari tua.

Bandung, Juni 2023,
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(Nisfu ni - Perusahaan) {Hermawan
(Andra Gustian Pratama -

Pernerintah)

(Dwi Susanto - Perusahaan) Saputra - Senikat
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Pesenta KonsultasiTripartit RegionalJawa Barat Tentang Periindungan Pendapatan HariTua, Bandung, 12-

14 luni 2023

Flo Narna lembaga / lnstitusi
x" Juperianto MB Disnaker Kota Cirnahi

t- Ernat Ruhirnat TSK SPSI Kab. Subang

a Riyan lmawansyah GOBSI Kab. Sandung Barat
a

rt Waginrinnudin SBSI'92 Kab. Bandung Barat

5 Dewi Handayanie Disnaker Kab" Banclung Barat

6 Wika Widyawati PTTAB Kab. Bandung Barat

Sulistiyanto FSPMI Kab. Purwakarta Af
I Edi Sartono Disnaker Kota Bandung

9 Rizal Rifansyah PUK SPSI FT Feng Tay lndonesia ffi
10 Asep,Ahrnad [-l APINDO Kota Cinrahi

tL Tampung Dongoran Disnakertrans Provinsi -lawa Barat

L2 Dhoni Eko Pribadi Disnakertrans Frovinsi Jawa Barat

13 [t4isyadi Khaerun FSPLEM SPS| Kota Bandung

L4 Arief Rosidi FSPMI Kab. Furwakarta

l_) Rediana KASBI Kab. Surnedang
dz

tf) Purwoto FSPMI Kab. Purwakarta

L7 Andi Handoko Disnaker Kab. Purwakarta

n8 Gino S GASPERMINDO Kab. Bandung
I:f\\NM

19 Effi Harfiana APlhlD0 Kab. Sunredang

20 Dessy Yuliani PT Feng Tay lndonesia

21_ Restuning Pangestuti Disnakertrans Kab. Subang
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n") Saehudin SPItI Kota Cin'rahi 4b-{},
23 lrnan Sukiman SB5[ 92 Kota Cin'lahi

24 Jayadi Pnasetyo TSK SPSI Kab. Sumedang (rw
25 Ester Ningrum Silalahi Kemnaker Rl


